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TAHUN 2017

PERATURAN BUPATI KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR 15 TAHUN2017

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

TAHUN ANGGARAN 2016

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATIMAJALENGKA,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa berdasarkan Pasal 300 ayat (1) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Penge101aan Keuangan
Daerah, Bupati menyusun penjabaran
pertanggungjawaban pe1aksanaan Anggaran Pendapatan
dan Be1anjaDaerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah
Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2017 tentang
Pertanggungjawaban Pe1aksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja J;)aerah Kabupaten Majalengka Tahun
Anggaran 2016, maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pe1aksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten MajalengkaTahun Anggaran 2016.

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun
1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor2851);

2. Undang-Undang 2
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2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor IS Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );

11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

12. Peraturan Pemerintah 3
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3092),
sebagaimana teIah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang
Perubahan Ketujuh BeIas Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 123);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor4028);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
PengeloIaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502), sebagaimana teIah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor23 Tahun 2005 tentang
PengeIoIaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor4575);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana teIah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor5155);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
PengeIoIaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4578);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar PeIayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor4585);

19. Peraturan Pemerintah 4
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19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4614);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor4693);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaart Uang NegarajDaerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4738);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5351);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 19Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenangserta Kedudukan
Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah
Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor5107) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
2010 tentang Tata Cara PeIaksanaan Tugas dan
Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai
Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4209);

24. Peraturan Pemerintah Nomor69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5161);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5165);

26. Peraturan Pemerintah 5



.'
~'. 5

26. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor5219);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor5272);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
PengeIoIaan Barang Milik NegarajDaerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan PeIaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana teIah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 tentang Peraturan PeIaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5717);

30. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber Dati Anggaran Pendapatan
dan BeIanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana teIah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber Dati Anggaran Pendapatan dan BeIanja
Negara (LembaranNegara Repub1iklndonesia Tahun 2014
Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor5694);

31. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan BarangjJasa Milik Pemerintah sebagaimana
teIah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan
Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan BarangjJasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5655);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman PengeIoIaan Keuangan Daerah
sebagaimana teIah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
PengeIoIaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor310);

33. Peraturan Menteri 6
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33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam NegeriNomor 16 Tahun 2007 tentang Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor525);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah,
Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan
Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta
Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif
dan Dana Operasional;

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta
Penyampaiannya;

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dati AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
541);

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri
tentang Pedoman Pengelolaan
Daerah (Berita Negara Republik
Nomor754);

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual Pada Pemerlntah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014
tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 1744);

40. Peraturan Menteri 7
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40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tabun 2015
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerab Tabun Anggaran 2016 (Berita Negara
Republik Indonesia Tabun 2015 Nomor 903) sebagaimana
telab diubab dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 77 Tabun 2015 tentang Perubaban Atas Peraturan
Menteri Dalam,Negeri Nomor 52 Tabun 2015 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerab Tabun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik
Indonesia Tabun 2015 Nomor 1893);

41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tabun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerab (Berita
Negara Republik Indonesia Tabun 2016 Nomor 547);

42. Peraturan Daerab Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tabun
2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerab
Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerab Kabupaten
Majalengka Tabun 2009 Nomor2);

43. Peraturan Daerab Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tabun
2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengab
(RPJM)Daerab Kabupaten Majalengka Tabun 2014-2018;

44. Peraturan Daerab Kabupaten Majalengka Nomor 7 Tabun
2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerab
Kabupaten Majalengka Tabun Anggaran 2016 (Lembaran
Daerab Kabupaten Majalengka Tabun 2015 Nomor 7);

45. Peraturan Daerab Nomor 13 Tabun 2016 Tentang
Perubaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerab
Kabupaten Majalengka Tabun Anggaran 2016 (Lembaran
Daerab Kabupaten Majalengka Tabun 2016 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :.

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2016.

PENJABARAN
ANGGARAN
KABUPATEN

Pasa11

331.527.582.021,00
1.723.845.574.035,00

520.678.952.488,00
2.576.052.108.544,00

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

Laporan Realisasi Anggaran Tabun Anggaran 2016 terdiri atas :

1. Pendapatan
a. Pendapatan Asli Daerab
b. Dana Perimbangan
c. Lain-lain Pendapatan yang Sab
Jumlab Pendapatan

2. Belanja 8
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2. Be1anja
a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai Rp. 1.185.802.320.216,00

2) Belanja Hibah Rp. 11.825.800.000,00

3) Belanja Bantuan Sosial Rp. 0,00

4) Belanja Bagi Hasil Rp. 0,00

5) Belanja Bantuan Keuangan Rp. 340.784.459.396,00

6) Be1anjaTidak Terduga Rp. 0.00

Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp. 1.538.412.579.612,00

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai Rp. 152.643.271.731,00

2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 310.762.840.089,00

3) Belanja Modal Rp. 631.758.023.788,00

Jumlah Be1anjaLangsung Rp. 1.095.164.135.608,00

Jumlah Belanja Rp. 2.633.576.715.220,00

Surplus I (Defisit) (Rp. 57.524.606.676,00)

3. Pembiayaan
a. Penerimaan Rp. 239.716.159.611,00
b. Penge1uaran Rp. 62.853.618.973,00
Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 176.862.540.638,00

Sisa lebih penggunaan anggaran
tahun berkenan Rp. 119.337.933.962,00

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
dirinci 1ebihlanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
tercantum dalam lampiran 11Peraturan Bupati ini.

PasalS

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dati Peraturan Bupati ini.

Pasal 6 9
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Pasa16

Peraturan Bupati ini mu1ai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 31 Agustus 2017

BUPATlMAJALENGKA,

ttd

SUTRISNO

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 31 Agus tus 2017

SEKRETARlSDAERAHA ~r KABUPAT MAJ~ENGKA/. 7

BERlTADAERAHKABUPATENMAJALENGKATAHUN2017 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan Aslinya,

KEPALABAGIANHUKUM
SETDAKABUPATENMAJALENGKA,

"L GUN GUN M.D., S.H., M.Pd.
l NIP.19680327 199603 1 003


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009

